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RINGKASAN

NURUL KURNIA SARI. Implementasi Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi
Kasus di Industri Perisa. Dibimbing oleh DIAS INDRASTI dan FERI
KUSNANDAR.

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal telah mengubah sistem sertifikasi halal di Indonesia dari yang sebelumnya
bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory), sehingga berdampak pada
implementasi sistem jaminan produksi halal di industri. Kebijakan ini memiliki
implikasi penting bagi industri perisa, karena perisa dikategorikan sebagai bahan
tambahan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun dalam
kerangka sertifikasi halal diperlakukan sebagai produk kimia yang wajib memiliki
sertifikat halal mulai Oktober 2026. Produk perisa memiliki karakteristik khusus,
antara lain formulasi yang kompleks dengan berbagai komponen serta
ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor, sehingga proses verifikasi
kehalalan menjadi lebih menantang dalam konteks rantai pasok global.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji standar dan regulasi halal yang
berlaku bagi produk pangan dan perisa, (2) menganalisis perbandingan persyaratan
teknis antara sistem sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela dengan
kerangka kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, serta (3) mengidentifikasi
tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan, khususnya industri perisa
dan lembaga pemeriksa halal, dalam implementasi regulasi tersebut. Penelitian
menggunakan pendekatan metode campuran yang mengombinasikan analisis
regulasi, studi literatur, dan survei pemangku kepentingan. Data primer
dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara lanjutan terhadap tujuh perusahaan
perisa yang mewakili lebih dari 60% pangsa pasar perisa di Indonesia serta dua
lembaga pemeriksa halal, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.
Respons survei diukur menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis secara
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi menuju kewajiban sertifikasi
halal telah mengubah penerapan sistem jaminan produksi halal di industri perisa,
terutama pada aspek persyaratan bahan, proses produk halal, serta prosedur
sertifikasi. Perubahan regulasi utama meliputi pengetatan persyaratan bahan baku
yang wajib memiliki sertifikat halal kecuali yang tercantum dalam daftar positif
pengecualian, kewajiban penggunaan fasilitas produksi halal yang terpisah untuk
mencegah kontaminasi silang, serta proses verifikasi yang lebih komprehensif
terhadap bahan baku impor.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 85,7% responden sangat setuju bahwa
penolakan sertifikasi terjadi akibat penerapan persyaratan dokumen yang
seharusnya belum diberlakukan. Persentase yang sama juga melaporkan kesulitan
dalam menyesuaikan fasilitas produksi agar sepenuhnya terpisah antara proses halal
dan non-halal. Seluruh produsen perisa menyatakan bahwa keterbatasan pengakuan
lembaga sertifikasi halal luar negeri untuk produk berbasis kimia menjadi hambatan
penting dalam rantai pasok global. Selain itu, proses sertifikasi sering melampaui
batas waktu regulasi selama lima belas hari kerja, yang berdampak pada
keterlambatan produksi (85,7% responden) dan penundaan pengiriman produk
(57,1%). Dampak ekonomi juga terlihat, dimana 71,4% responden melaporkan



peningkatan biaya produksi dan 57,1% mengalami keterbatasan dalam memperoleh
bahan baku halal serta berkurangnya fleksibilitas dalam pengembangan formulasi
perisa.

Tantangan tambahan juga ditemukan pada aspek digital dan administratif.
Seluruh responden melaporkan kesulitan dalam pengajuan sertifikasi melalui portal
SiHalal, sementara 87,1% menyatakan bahwa sistem tersebut masih memerlukan
intervensi manual. Lembaga pemeriksa halal juga melaporkan permasalahan serupa
yang berpotensi menyebabkan proses pemeriksaan melampaui batas waktu yang
ditetapkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
kewajiban sertifikasi halal di sektor perisa masih bersifat kompleks dan
memerlukan perbaikan dalam kejelasan regulasi, sistem digital, serta prosedur
sertifikasi agar penerapannya lebih efisien sekaligus tetap menjaga daya saing
industri.

Kata kunci: bahan tambahan pangan, perisa, regulasi, sertifikat halal, sistem
jaminan halal



SUMMARY

NURUL KURNIA SARI. Implementation of the Halal Certification System in
Indonesia: A Case Study in the Flavor Industry . Supervised by DIAS INDRASTI

and FERI KUSNANDAR.

The implementation of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance
has transformed Indonesia’s halal certification system from a voluntary scheme into
a mandatory requirement, significantly affecting the implementation halal
assurance system. This policy shift has important implications for the flavor
industry, as flavorings are categorized as food additives by Indonesian Food and
Drug Authority but are treated as chemical products within the halal certification
framework, requiring halal certification starting in October 2026. Flavor products
have distinctive characteristics, including complex formulations composed of
multiple ingredients and a high dependence on imported raw materials, which
complicates halal verification throughout the global supply chain.

This study aims to (1) assess halal standards and regulations applicable to
food and flavor products, (2) compare the technical requirements between the
previous voluntary halal certification system and the current mandatory framework
In Indonesia, and (3) identify challenges faced by key stakeholders, particularly
flavor manufacturers and halal inspection bodies, in implementing the regulation.
The research employed a mixed-method approach combining regulatory analysis,
literature review, and stakeholder surveys. Primary data were collected through
questionnaires and follow-up interviews with seven flavor companies representing
more than 60% of the Indonesian flavor market and two halal inspection bodies,
selected using purposive sampling. Survey responses were measured using a five-
point Likert scale and analyzed descriptively.

The findings show that the transition to mandatory halal certification has
significantly reshaped halal assurance system in the flavor industry, particularly
regarding material requirements, halal production processes, and certification
procedures. Key regulatory changes include stricter requirements for halal-certified
raw materials except those listed in the positive exemption list, the obligation to use
dedicated halal production facilities to prevent cross-contamination, and more
comprehensive verification processes for imported ingredients.

Survey results indicated that total of 85.7% of respondents strongly agreed
that certification rejections occurred due to the premature enforcement of
documentation requirements. The same proportion reported difficulties in adapting
production facilities to ensure full separation between halal and non-halal (pork-
related) processes. All flavor manufacturers indicated that limited international
recognition of foreign halal certification bodies for chemical-based products
constitutes a significant barrier within the global supply chain. In addition, the
certification process frequently exceeded the regulatory timeline of fifteen working
days, leading to production delays (reported by 85.7% of respondents) and shipment
delays (57.1%). Economic impacts were also observed, with 71.4% of respondents
feporting increased production costs and 57.1% experiencing reduced flexibility in
sourcing raw materials and developing new flavor formulations.

Further challenges were identified in digital and administrative processes. All
respondents reported difficulties in submitting certification applications through the



SiHalal portal, while 87.1% indicated that the system still requires manual
intervention. Halal inspection bodies reported similar issues, which may delay the
examination process beyond the regulatory limit. Overall, the study indicates that
mandatory halal certification in the flavor sector remains complex and requires
improvements in regulatory clarity, digital systems, and certification procedures to
support more efficient implementation while maintaining industry competitiveness.

Keywords: flavor, food additive, halal, assurance system, regulation
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